[1.1]

menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

PUTUSAN
Nomor 71/PUU-1X/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2]

1. Nama . Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB)

Status : Organisasi yang didirikan berdasarkan Akta Notaris

Achmad Dahlan, S.H, Nomor 45, tanggal 13 Januari

berkedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam
hal ini berdasarkan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Akta
Pendirian tersebut, diwakili oleh Ketua dan Sekretaris masing-masing
bernama Abraham Ingan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan
Wiraguna, Nomor 3C RT 11 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan
Samarinda Ulu, Samarinda, dan Ir. Rudy Djallani, pekerjaan Swasta,
beralamat di Jalan Akhmad Yani Nomor 74 RT 09 Kelurahan Sungai

Pinang Delam, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda;

Selanjutnya disebut -------=-=-=-mmmmemm - Pemohon I,

2. Nama : Sundy Ingan

Pekerjaan : Kepala Desa

Alamat : Jalan Anyeq Apui RT 02, Desa Sungai Bawang,

Kecamatan Muara Badak, Kabupaten

Kartanegara — Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut --------=-=-=-=-mmme oo Pemohon II;



3. Nama : Andu
Pekerjaan : Petani/Ketua RT
Alamat : Kampung Baru Nomor 1 RT 14, Desa Badak Baru,
Kecamatan  Muara Badak, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut -------=-=-=-mmmmmmm Pemohon I,

4. Nama : Jubaidah
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Jalan Sungai Buaya RT 10 Desa Bunyu Barat,
Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi
Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut --------=-=-==mmmmmm oo Pemohon 1V;

5. Nama . Elia Yusuf
Pekerjaan : Petani dan Perangkat Desa
Alamat : Desa Ba'liku Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten

Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut ----------=-=-=-—mme oo Pemohon V;
6. Nama : Luther Kombong

Jabatan : Anggota DPD RI

Alamat : Apartemen Tropik Unit 1801 RT 07 RW 02, Tanjung

Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta

Selanjutnya disebut -------=-=-==mmmmmm Pemohon VI,
7. Nama : H. Awang Ferdian Hidayat, M.H

Jabatan : Anggota DPD

Alamat : Jalan Basuki Rahmat Nomor 23 RT 05, Kelurahan

Bugis Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut ----------=-==m s oo Pemohon VII;
8. Nama : Muslihuddin Abdurrasyid, M.Pdi

Jabatan : Anggota DPD RI

Alamat : Jalan K.H. Abul Hasan, Gang 10 Nomor 12 RT 23

Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota,
Samarinda, Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut ---------------=---------—- Pemohon VIII;




9. Nama . Ir. H. Bambang Susilo, M.M
Jabatan : Anggota DPD RI
Alamat : Jalan Jakarta Blok O Nomor 19, RT 38 RW 08

Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang,
Samarinda, Kalimantan Timur
Selanjutnya disebut -------=--=-==m s oo Pemohon IX;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 27
September 2011, 25 Oktober 2011, dan 26 Oktober 2011 memberi kuasa kepada
Muspani, S.H., AH. Wakil Kamal, S.H, M.H., dan Igbal Tawakkal Pasaribu, S.H,
para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum MUSPANI & Associates,
beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 194 Lantai IV Gedung TIl Jakarta 10250,
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama

pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ------- e para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan

Daerah;
Mendengar keterangan Saksi serta Ahli para Pemohon dan Pemerintah;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan Pemerintah;
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan

bertanggal 30 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta
Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 339/PAN.MK/2011 pada tanggal 30
September 2011 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan
Nomor 71/PUU-XI1/2011 pada tanggal 10 Oktober 2011, yang diperbaiki terakhir

dengan surat permohonan bertanggal 02 November 2011 yang diterima di



Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 02 November 2011, yang pada pokoknya

menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan

pengujian sepanjang frasa “84,5% untuk pemerintah dan 15,5 % untuk
daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf e Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 33/2004) dan sepanjang frasa
“69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah” dalam ketentuan Pasal
14 huruf f UU 33/2004 terhadap Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28l ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945;

2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyebutkan bahwa
salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 9 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan
UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karena itu setiap
ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945
(constitutie is de hoogste wet). Dalam hal suatu Undang-Undang diduga
bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon berpendapat
bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus
permohonan pengujian Undang-Undang ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945,

agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (legal

standing)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan



Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa “Pemohon adalah pihak yang
hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh
berlakunya undang-undang”, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang
yang mempunyai kepentingan sama);

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-111/2005 hingga saat ini,
telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus
bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan
pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka

kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum
para Pemohon dalam perkara a quo, dikualifikasikan sebagai perorangan
warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai
kepentingan sama) yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan sepanjang frasa “84,5%

untuk pemerintah dan 15,5 % untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14



huruf e UU 33/2004 dan sepanjang frasa “69,5% untuk pemerintah dan
30,5% untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf f UU 33/2004.

. Bahwa Pemohon | adalah Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu
(MRKTB) yang merupakan wadah perjuangan untuk mendapatkan hak-hak
masyarakat Kalimantan Timur untuk mendapatkan keadilan dan
keselarasan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di
hadapan hukum, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, serta
mewujudkan penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mencerminkan adanya kesatuan
ekonomi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

. Bahwa MRKTB merupakan kelompok orang yang memiliki kepentingan
yang sama (visi dan misi yang sama). Kepentingan bersama tersebut telah
nyata terlihat berdasarkan program, aktifitas dan kegiatannya selama ini
dan dapat dilihat dengan jelas berdasarkan Pasal 4 dan 5 Akta Pendirian
MRKTB Nomor 45, tanggal 13 Januari 2011 mengatur tentang Visi dan Misi
MRKTB. Pada Pasal 4 Akta tersebut menyatakan, MRKTB memiliki
visi/tujuan bersatu membangun Kalimantan Timur yang aman, damai, adil
dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam
Pasal 5 Akta tersebut menyatakan guna mewujudkan visi/tujuan MRKTB
melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

a. Memperkokoh persatuan dan kesatuan segenap warga masyarakat
Kalimantan Timur tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras
dan golongan sebagai sesama anak bangsa Indonesia;

b. Membela hak-hak warga Kalimantan Timur agar dapat hidup mandiri,
aman, damai, adil dan sejahtera;

c. Memperjuangkan terwujudnya peningkatan kesejahteraan bagi segenap
warga masyarakat Kalimantan Timur dengan seoptimal mungkin
memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dengan pengelolaan
secara ramah lingkungan;

d. Membangun jaringan dengan pemerintah dan komponen masyarakat
lainnya dalam memelihara ketenteraman, ketertiban hidup masyarakat di
seluruh wilayah Kalimantan Timur;

e. Menumbuhsuburkan sikap toleransi dan solidaritas antar sesama anak

bangsa yang memiliki keberanian dalam bersikap untuk menegakkan



keadilan dan kebenaran serta menolak segala bentuk tirani yang
mengganggu kelancaran suksesnya pembangunan di Kalimantan Timur;

f. Memiliki sikap teguh dalam perjuangan dan menjadi pelopor munculnya
kesadaran baru untuk mengembangkan potensi diri dalam berbagai
kreasi yang berdaya saing tinggi dalam mendukung kemandirian menuju
Kalimantan Timur Sejahtera.

6. Bahwa Pemohon | berpendirian bahwa masyarakat Provinsi Kalimantan
Timur dalam pembagian kekayaan alam daerahnya, khususnya minyak
bumi dan gas telah mendapatkan ketidakadilan dan keselarasan, tidak
mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang
sama di hadapan hukum, bahkan bersifat diskriminatif serta tidak
mencerminkan adanya penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan tidak mecerminkan adanya
kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

7. Bahwa Pemohon II, Pemohon lll, Pemohon IV, dan Pemohon V merupakan
perorangan warga negara Indonesia yang merupakan penduduk asli dari
masyarakat dari Provinsi Kalimantan Timur yang tidak dapat merasakan
kekayaan alam minyak dan gas yang dimiliki daerahnya dalam bentuk
peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah. Pemohon Il dan
Pemohon Il telah mengalami secara langsung kerugian hak konstitusional
berupa hak untuk mendapatkan ketidakadilan dan keselarasan, tidak
mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang
sama di hadapan hukum, bahkan bersifat diskriminatif serta tidak
mencerminkan adanya penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan tidak mecerminkan adanya
kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai Negara kesatuan Republik
Indonesia;

8. Bahwa Pemohon Il merupakan Kepala desa Sungai Bawang Kecamatan
Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penduduk asli Badak tempat
Pemohon berada merupakan kampung budaya dayak. Desa di mana
Pemohon Il tinggal merupakan desa yang paling tertinggal disekitar PT.
Vico, Ltd (Perusahaan asal Australia yang mengeksploitasi Gas), di mana
terdapat 13 desa di sekitar PT. Vico tersebut. Pemohon sehari-hari juga
bekerja sebagai petani. Keadaan perekonomian Pemohon Il sangatlah
rendah dan penghasilan Pemohon Il sebagai petani cuma setahun sekali.



Pemohon Il memiliki 3 orang anak dan 1 orang cucu. Di mana 2 orang anak
Pemohon bersekolah di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah
kejuruan dan 1 orang tidak bersekolah dan tidak bekerja. Kondisi
lingkungan Pemohon Il cukup memprihatinkan, di antaranya kondisi air
sumur di daerah Pemohon yang bersifat tadah hujan, di mana kekeringan
pada masa kemarau. Kondisi jalan desa didaerah Pemohon Il mengalami
rusak berat. Sebagian penduduk di desa Pemohon Il masih belum teraliri
listrik. Apabila kondisi Pemohon 1l yang menjabat kepala desa saja kondisi
sosial ekonominya demikian parah, sebagian besar penduduk desa
Pemohon 1l tersebut kehidupannya Ilebih memprihatinkan. Rata-rata
penduduk di desa Pemohon Il adalah lulusan Sekolah Dasar bahkan
banyak yang tidak tamat, sehingga banyak pengangguran dan mayoritas
penduduk di desa tersebut adalah petani.

Kecamatan Muara badak adalah salah satu di antara 5 kecamatan termiskin
di Kabupaten Kutai Kartanegara. Gambar 1 menunjukkan Rumah Tangga
Miskin (RTM) di Muara Badak sebanyak 3.673 RTM, sementara di
Kecamatan Tenggarong (4.094 RTM), Kecamatan Muara Muntai (3.443),
dan Kecamatan Marang Kayu (Kota Bangun). Selama Periode 2005-2007,
jumlah RTM di Kecamatan Muara Badak mengalami kenaikan dari 1.020
pada tahun 2005 menjadi 3.700 RTM pada tahun 2007. Kenyataan ini
sungguh ironis karena kabupaten/kota tersebut merupakan penghasil
tambang utama di Kukar.

Sumber: BPS (2008)



Kendati demikian, Tabel 1 menunjukkan trend penurunan jumlah penduduk
miskin di Kalimantan Timur selama 1993-2011. Pada tahun 1993 jumlah
penduduk miskin Kalimantan Timur sebesar 294.900 orang, kemudian
meningkat pada tahun 2008 menjadi 324.800 orang dan kemudian menurun
pada 2011 menjadi 247.900 orang.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Timur Tahun 1993-2011

Tahun 1993 1996 2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah 294900 224.400 239.220 324.800 286.400 243.000 247.900

Sumber: data diolah dari BPS (2011)

9. Bahwa Pemohon Ill merupakan Ketua RT Desa Badak Baru, Kecamatan
Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemohon Ill bekerja sehari-
hari sebagai petani karet. Desa di mana Pemohon Il berada merupakan
penduduk asli badak, yaitu Kampung Budaya Dayak. Rumah Pemohon llI
tepat berada di samping pipa gas PT. Vico, Ltd. Keadaan ekonomi
Pemohon serba kekurangan dan penghasilan tidak tertentu. Pemohon
memiliki 5 orang anak dan 3 orang cucu. Meskipun ada anak Pemohon Il
yang bekerja di Pekerjaan PT. Vico, Ltd, namun hanya sebagai pembantu
(helper) dengan gaji tidak tertentu (harian lepas) dan penghasilan itu tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Begitu pula kondisi
jalan di daerah Pemohon di mana PT .Vico, Ltd berada masih sangat rusak.
Mata pencaharian secara umum penduduk di daerah Pemohon berada
adalah petani dan nelayan. Kondisi air masih ada yang menggunakan
sumur dan tidak bersih. Rumah penduduk sebagian besar tidak teraliri
listrik. Tingkat rata-rata pendidikan anak-anak hanya sampai di bangku
SMP. Penduduk yang berada di sekitar PT. Vico, Ltd., tersebut rata-rata
tidak dapat bekerja di perusahaan tersebut karena rendahnya tingkat
pendidikan. Bahkan Pemohon Il termasuk agak Ilumayan tingkat
kesejahteraannya dibandingkan masyarakat lainnya yang banyak lebih
memprihatinkan. Akibat begitu banyaknya pipa-pipa gas yang melintang di
mana-mana, masyarakat tidak bebas beraktifitas dan melakukan pekerjaan
sehari-hari. Masyarakat Badak pada umumnya was-was, khawatir dan
ketakutan setiap saat, karena dihantui dengan ancaman terjadi kebocoran

pipa-pipa gas yang sangat mengerikan;
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10.Bahwa Pemohon IV adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai
nelayan yang tinggal di Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten
Bulungan dengan penghasilan perhari ketika Pemohon IV sekali melaut
adalah kurang lebih sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Pulau
Bunyu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bulungan, Provinsi
Kalimantan Timur (masuk di Wilayah Utara), Indonesia. Kecamatan ini
beribukota di Bunyu, memiliki 3 Desa yaitu Desa Bunyu Barat, Desa Bunyu
Timur dan Desa Bunyu Selatan. Luas wilayah pulau Bunyu adalah 198,32
km2. Jumlah penduduk lebih dari £13.000 jiwa dengan Kepadatan 49,47
jiwa/km? serta berjarak + 60 km (melalui laut) ke Tanjung Selor, Ibukota
Kabupaten Bulungan. Potensi sumber daya alam Pulau Bunyu adalah
batubara, minyak, dan gas. Khusus minyak dan gas, Pulau Bunyu
merupakan salah satu penghasil terbesar di Indonesia. Disamping industri
eksplorasi minyak dan gas, Pulau Bunyu juga memiliki pabrik yang
memproduksi methanol. Pabrik ini didirikan setelah diketahu bahwa
dikawasan Pulau Bunyu banyak memiliki cadangan gas alam. Sehingga
Pemerintah membangun kilang methanol di pulau kecil ini pada tahun 1981.
Pembangunannya dapat diselesaikan pada tahun 1986. Pada awal
berdirinya, kilang methanol di Pulau Bunyu ini memiliki kapasitas produksi
1.000 ton per hari. Lalu seiring dengan perjalanan waktu, produksinya pun
menjadi makin menurun. Dan pada tahun 1997, kilang methanol ini
disewakan oleh Pertamina kepada PT. Medco Energy. Selanjutnya Kilang
Methanol Bunyu dioperasikan oleh anak perusahaan PT. Medco Energy
yang bernama PT. Medco Methanol Bunyu hingga saat menjelang akhir
tahun 2008 perusahaan ini menghentikan kegiatan produksinya. Meskipun
Pemohon IV hidup di pulau yang memilki suber daya alam yang kaya raya
tetapi tetap hidup dalam kemiskinan. Kondisi daerah tempat Pemohon
berada sangatlah jauh dari kesejahteraan. Pemohon IV yang merupakan
anggota masyarakat Suku Tidung yang sejak awal mendiami pulau
tersebut, hingga sekarang sebagian besar masih hidup sebagai nelayan
dengan penghasilan pas-pasan. Rumah-rumah masyarakat penduduk asli
pulau Bunyu yang umumnya berada di daerah Sei Buaya, Desa Bunyu
Barat, sangat sederhana. Sebagian bahkan tidak memiliki jambang sendiri.

Ada pula warga perempuan — yang juga buta huruf-- terpaksa ikut melaut



11.
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demi penghidupan keluarga, seperti Pemohon sendiri. Di daerah pada
kecamatan yang sama dengan Pemohon IV terdapat pemukiman penduduk
di Desa Bunyu Timur yang tidak memiliki listrik. Sekitar 41 rumah tidak
memiliki listrik. Bahkan kantor kepala desa sendiri tidak dialiri listrik
sehingga komputer tidak dapat dipakai. Praktis, alat ketik di kantor ini hanya
mengandalkan mesin ketik. Sekitar 15 KK di Desa Bunyu Timur tidak
memiliki jambang. Itu belum termasuk warga lainnya di seantero Pulau
Bunyu. Keluhan umum masyarakat Pulau Bunyu di mana Pemohon berada
adalah ketersedian air bersih yang sangat minim. Di Desa Bunyu Timur
yang berpenduduk 2.870 orang (data 2010), dan di beberapa titik hunian
masyarakat Pulau Bunyu lainnya, warga hanya mengandalkan air tadah
hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk minum, MCK, dan
lain-lain. Di musim kemarau, apa boleh buat, warga terpaksa mengandalkan
warga lain yang berlangganan PAM atau ke sumur-sumur yang letaknya
jauh dari rumah. Itu pun kalau sumurnya memiliki air. Pemandangan pipa-
pipa pertamina berukuran besar banyak ditemui di Pulau Bunyu. Pipa-pipa
ini berada di pinggir jalan, tidak ditimbun, dan sebagian besar bahkan
seperti menyatu dengan rumah warga. Menurut warga, ada kecemasan dan
ketakutan atas ancaman meledaknya pipa gas tersebut. Di beberapa
tempat, seperti jalan masuk ke Desa Bunyu timur dan jalan menuju Gunung
Daeng, kerusakan jalan masih dapat dijumpai. Sarana ibadah masih ada
yang tidak memenuhi standar, dengan bangunan apa adanya dan tidak

permanen, seperti Gereja Toraja;

Bahwa Pemohon V adalah salah seorang penduduk Desa Ba'liku,
Kecamatan Krayan Selatan Kabupaten Nunukan. Sehari-harinya, Pemohon
V bekerja sebagai petani sawah dan ladang. Selain menjadi petani,
Pemohon juga merupakan seorang perangkat desa menjadi staf kepala
desa urusan pembangunan Desa Ba'liku. Sebagai perangkat desa
Pemohon V menerima penghasilan sebesar Rp. 300 ribu/bulannya. Anak
pertama Pemohon adalah Juli Hermawan mengikuti jejaknya menjadi petani
setelah gagal menamatkan sekolahnya. Juli hanya bersekolah sampai kelas
3 SMP, karena kesulitan ekonomi keluarganya. Dua orang adik Julian,
Marthen dan Andy Lau bisa melanjutkan sekolah sampai ke jenjang SMU.

Hal ini bisa dilakukannya karena ikut tinggal bersama sanak familinya di
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Malinau, (kabupaten tetangga dari Nunukan) dan Long Bawan (ibu kota
kecamatan Krayan Induk). Sedangkan Christian Yusup, adik ketiga Julian
bersekolah di Long Layu dengan cara yang sama dengan kedua kakaknya.
Desa Pemohon merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Krayan Selatan,
Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Desa ini merupakan bagian dari
dua Kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berada di wilayah pedalaman
Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia.
Kondisi kedua kecamatan ini sangat terisolir dan hanya bisa ditempuh
melalui jalur udara karena belum ada akses jalan darat ke daerah
kecamatan paling ujung selatan di kabupaten ini. Rute penerbangan menuju
bandara Binuang, Krayan Selatan dari Nunukan dilayani seminggu sekali
menggunakan pesawat baling-baling tunggal type Pilatus dengan kapasitas
7 orang penumpang dari Maskapai Susi Air. Di daerah Pemohon V belum
ada layanan listrik dari PLN. Selama ini warga hanya mengandalkan solar
panel dan generator untuk mendapatkan aliran listrik. Seluruh jalan raya
yang terdapat di wilayah Kecamatan Krayan Selatan belum beraspal. Di
musim hujan kondisi jalan akan semakin buruk dan tidak bisa dilalui sepeda
motor. Selain beras, seluruh bahan kebutuhan hidup pokok masyarakat
Krayan Selatan didapatkan dari Malaysia. Dengan sistem tanam tadah
hujan, masyarakat Krayan Selatan hanya melakukan panen padi satu kali
setahun. Hasil panennya digunakan untuk mencukupi kebutuhan makan
keluarganya. Jadi Kecamatan Krayan merupakan potret suram daerah
pedalaman dan perbatasan yang miskin dan terbelakang di Provinsi
Kalimantan Timur.

12.Bahwa Pemohon Il, Pemohon lll, Pemohon IV dan Pemohon V jelas telah
mengalami kerugian konstitusional akibat buruknya lingkungan sebagai
akibat dari eksploitasi untuk menghasilkan minyak bumi dan gas, buruk dan
lambatnya pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur
daerahnya, yang di antaranya adalah rusaknya lingkungan tempat tinggal
masyarakat sekitar daerah penghasil minyak bumi dan gas, rendahnya
tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan dan
rendahnya tingkat kesehatan, lingkungan hidup masyarakat yang tidak baik,
serta hidup dalam suasana ketakutan, hal mana hak-hak tersebut dijamin
oleh UUD 1945.
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13.Bahwa Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIIl, dan Pemohon IX
merupakan perorangan warga negara Republik Indonesia yang bekerja
sebagai anggota Dewan Pewakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)
dan menjalankan pekerjaannya tersebut telah menerima berbagai macam
pengaduan dan aspirasi dari konstituennya/masyarakat Provinsi Kalimantan
Timur. Bentuk pengaduan/aspirasi tersebut adalah belum dapatnya
masyarakat Kalimantan Timur menikmati kekayaan alam daerahnya yaitu
minyak bumi dan gas alam secara adil. Justru yang terjadi adalah hilangnya
hak-hak dasar masyarakat yaitu rusaknya lingkungan tempat tinggal
masyarakat sekitar daerah penghasil minyak bumi dan gas, rendahnya
tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan dan
rendahnya tingkat kesehatan serta lingkungan hidup masyarakat yang tidak
baik dan masyarakat Kalimantan Timur juga tidak dapat mengembangkan
kebudayaan asli daerahnya sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh

Konstitusi.

14.Bahwa Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX telah
menindaklanjuti persoalan yang dialami oleh konstituten Pemohon tersebut
kepada pemerintah daerah, namun terdapat persoalan pembiayaan pada
pemerintah daerah di Kalimantan Timur untuk menanggulangi dan
menyelesaikan persoalan hak-hak masyarakat tersebut. Dana Bagi Hasil
minyak dan gas di Kalimantan Timur yang ada selama ini ternyata tidak
begitu dapat membantu pemerintah daerah untuk membiayai program-
program untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Kalimantan Timur,
baik itu rendahnya tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan dan lapangan
pekerjaan dan buruknya kesehatan serta lingkungan hidup masyarakat
yang tidak baik dan juga tidak dapat mengembangkan kebudayaan asli
daerah Kalimantan Timur. Persentase penerimaan pertambangan minyak
bumi yang dihasilkan dibagi dengan imbangan 84,5% untuk Pemerintah dan
15,5% untuk daerah dan persentase penerimaan pertambangan gas bumi
dibagi dengan imbangan 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah
tidaklah adil dan selaras, bersifat diskriminatif, tidak memberikan kepastian
hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta tidak
mencerminkan adanya penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan

sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan tidak mecerminkan adanya
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kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

15.Bahwa Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VI, dan Pemohon [X telah
berjuang dan menindaklanjuti persoalan pembiayaan untuk mengentaskan
(menyelesaikan) persoalan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur tersebut
dengan melakukan lobi dan mengajukan rencana perubahan untuk
menaikkan persentase Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas bumi untuk
pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun hal itu tidak berhasil dan

berujung pada kandasnya lobi dan rekomendasi tersebut.

16.Bahwa untuk melaksanakan kewajiban Pemohon VI, Pemohon VII,
Pemohon VIII, dan Pemohon IX dan menindaklanjuti aspirasi serta sebagai
bentuk pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituennya,
yaitu memperjuangkan hak-hak masyarakat Kalimantan Timur untuk
mendapatkan keadilan dan keselarasan, kepastian hukum yang adil dan
perlakuan yang sama di hadapan hukum, bebas dari perlakuan yang
bersifat diskriminatif, serta mewujudkan penggunaan kekayaan alam yang
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan
mecerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia, maka Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon
VIII, dan Pemohon IX bersama-sama masyarakat Kalimantan Timur secara
pribadi perorangan memiliki kepentingan untuk mengajukan uji materi
(judicial review) Undang-Undang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat

dan Daerah;

17.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon VI, Pemohon VI,
Pemohon VIII, dan Pemohon IX jelas-jelas telah mengalami kerugian
sebagai penduduk Kalimantan Timur, di mana kerugian konstitusional

tersebut sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945;

18.Bahwa ketentuan sepanjang frasa “84,5% untuk Pemerintah dan 15,5 %
untuk daerah” dalam Pasal 14 huru e UU 33/2004 dan sepanjang frasa
“69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah” yang diatur dalam Pasal
14 huruf f UU 33/2004 yang menyatakan “(e) Penerimaan Pertambangan

Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
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setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan 84,5% untuk
Pemerintah dan 15,5% untuk daerah”, dan “(f) Penerimaan Pertambangan
Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah
dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, dibagi dengan imbangan 69,5% untuk Pemerintah
dan 30,5% untuk daerah”, menurut para Pemohon telah bertentangan
dengan ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Hubungan
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur
dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.
Persentase pembagian dana bagi hasil untuk daerah penghasil dan
bergantung pada minyak dan gas telah tidak adil dan tidak selaras dengan
kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat serta urusan/kewenangan yang
telah diberikan Pusat kepada daerah melalui Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya daerah Kalimantan
Timur. Dengan demikian masyarakat daerah tidak dapat menikmati
kekayaan alam daerahnya sendiri dan perbaikan lingkungan yang telah
dieksploitasi minyak dan gasnya menjadi terhambat dan cenderung lambat,
rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dan menjadikan
pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah menjadi

lambat serta mengembangkan budaya asli daerah;

19.Bahwa para Pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan sepanjang frasa “84,5%
untuk pemerintah dan 15,5 % untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14
huruf e UU 33/2004 dan sepanjang frasa “69,5% untuk pemerintah dan
30,5% untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf f UU 33/2004,
padahal telah para Pemohon dijamin, dilindungi dan diberikan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan tersebut telah mendapatkan
ketidakpastian hukum yang adil serta tidak mendapatkan perlakuan yang

sama di hadapan hukum. Di mana frasa persentase dana bagi hasil
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tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon.
Daerah Kalimantan Timur di mana para Pemohon juga mendapat perlakuan
yang berbeda di hadapan hukum dalam pembagian dana bagi hasil Migas
dibandingkan dengan Aceh dan Papua yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Tabel 2 merangkum perbedaan bagi hasil antara Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah (PKPD). Berdasarkan UU 33
Tahun 2004, Kalimantan Timur hanya menerima bagi hasil minyak bumi
sebesar 15,5% dan bagi hasil gas sebesar 30,5%. Sementara Papua dan
Aceh memperoleh bagi hasil minyak bumi sebesar 70% dan bagi hasil gas

sebesar 70%.

Tabel 2. Bagi Hasil SDA menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-
Undang Nomor Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Undang-
Undang-Undang
Undang Undang-
Nomor 21
) Nomor 11 Undang Nomor
No Bidang Tahun 2001
Tahun 2006 33 Tahun 2004
tentang Otsus
Tentang tentang PKPD
Papua
Pem. Aceh
1 Kehutanan 80% 80% 80%
2 Perikanan 80% 80% 80%
3 Pertambangan Umum 80% 80% 80%
4 Minyak Bumi 70% 70% 15,5%
5 Gas Bumi 70% 70% 30,5%

Sumber: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 34 ayat (3); Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 Pasal 181 ayat (1) huruf b dan ayat (3); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

20.Bahwa para Pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dengan berlakunya sepanjang frasa “84,5% untuk

pemerintah dan 15,5 % untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU
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33/2004 dan sepanjang frasa “69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk
daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf f UU 33/2004, karena telah
melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (2) UUD
1945 menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Para Pemohon telah
mendapatkan perlakuan diskriminatif dengan berlakunya ketentuan frase
Pasal 14 huruf e dan huruf f. Para Pemohon sebagai warga negara
Indonesia yang berada di Kalimantan Timur yang merupakan penghasil
sumberdaya alam minyak dan gas, mendapatkan perlakuan diskriminatif
dibandingkan dengan daerah Aceh dan Papua yang sama-sama sebagai
daerah penghasil minyak dan gas sebagaimana diatur oleh Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

21.Bahwa demikian juga ketentuan sepanjang frasa “84,5% untuk pemerintah
dan 15,5 % untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU 33/2004
dan sepanjang frasa “69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah”
dalam ketentuan Pasal 14 huruf f UU 33/2004 tersebut telah melanggar dan
bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1),
ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 menyatakan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk
Republik.” Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 menyatakan
“(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Dan (4) Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional.”. Penggunaan kekayaan alam daerah Kalimantan Timur,
yaitu minyak bumi dan gas tidak pernah dirasakan manfaatnya dan tidak
meningkatkan derajat kemakmuran maksimal masyarakat Kalimantan Timur
sehingga dapat dikatakan penggunaan kekayaan alam Kalimantan Timur,

yaitu minyak bumi dan gas tidak dipergunakan untuk sebesar-besarnya
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kemakmuran rakyat. Dan dengan adanya perlakuan berbeda terhadap dana
bagi hasil Migas antara Aceh dan Papua tidak mencerminkan adanya
kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan tidak mencerminkan kegiatan perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal tersebut
menimbulkan terjadinya desentralisasi asimetrik (asymetric decentralization)
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hal tersebut jelas
merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan
yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, muncul
berbagai protes ketidaksetujuan atas isi Undang-Undang tersebut. Protes
terutama diajukan oleh daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam,
seperti NAD, Riau, dan Kalimantan Timur (Kaltim). Mereka sangat tidak
setuju dengan ketetapan dalam hal alokasi dana perimbangan (DAU, DAK,
Dana Bagi Hasil), dan menghendaki adanya revisi terhadap undang-undang
tersebut. Jika dilihat dari komposisi penerimaan dari ketiga daerah yang
kaya sumber alam tersebut, dana bagi hasil merupakan komponen terbesar
yang mengisi lebih dari 50 persen pundi-pundi daerah (lihat Tabel 3).
Apalagi daerah Kalimantan Timur dan Riau yang sangat terkenal dengan
hasil Migas memiliki persentase dana bagi hasil yang hampir mencapai 60
persen dari total penerimaan daerah. Ini jelas amat kontras dengan provinsi
lain di Indonesia di mana porsi bagi hasil/total penerimaan hanya 13,69%.
Mayoritas provinsi di Indonesia masih mengandalkan DAU sebagai sumber

pembiayaan pembangunan daerah sebesar rata-rata 60,86%.

Tabel 3. Perbandingan Komposisi Penerimaan Daerah, 2006

NAD* | Riau | Kaltim Indonesia

PAD/Total Penerimaan Daerah 55 12.29 17.76 16.63
Dana Perimbangan/Total 56.20 83.96 78.07 79.33
penerimaan :

Dana Bagi Hasil/Total Penerimaan 52.60 58.78 59.79 13.69
DAU/Total Penerimaan 3.60 22.00 15.12 60.86
DAK/Total Penerimaan 0.00 3.17 3.17 4.78
DAU+DAK/Total Penerimaan 3.60 25.17 18.29 82.74




22.

23.

19

* Akibat tsunami, data terakhir yang tersedia tahun 2005.
Sumber: Diolah dari Departemen Keuangan

Bahwa Pendekatan pembagian persentase yang digunakan pemerintah
dalam DBH Migas adalah target pencapaian bukan kewajiban dari
Pemerintah Pusat. Hal tersebut terbukti dengan DBH Migas tidak pernah
mencapai 15,5% dan 30,5%, di mana rata-rata penerimaan Kalimantan
Timur hanya mencapai 8,6% (Aji Sofyan). Pendekatan persentase tersebut

tidak jelas formula dan menyesatkan karena tidak memiliki dasar

argumentasi.;

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

Trillion Rupiah Budzet | Budget | Budeet | Budeet | Budget | Budget | Budzet | Budpet | Budget | Budeet
Pererimaan Dalm Negri (PDN) 632 3019 62 393 NG 68 T4 TMI R4S W8l
Total Transfer BT W5 1075 122 143 2166 2503 2668 2970] 2950
- Dana Abkasi Unum (DAU) gs e T .0 888 1487 1pd8 1795 1864 1925
- Dana Abkas Khusis (DAK) 09 08 26 3l 430 g 1T 2 M4y I
- Dana Bagi Has1 (DBH) 03 48 WY k9 312 B 683 el 857 814

Persen

Ratio Transfers thipPDN 0% M%) RO0% 1% 32T 348%| 8% 342%| 302 AN1%
Ratio DAUPDN 0% 220%| Z29%| 235%| 4% 4% 29%| 0% 189 DI
Ratio DBHPDN T 8% 83|  T7%| B3| 95%| 95| 85% &M Ae
Rato DAKPDN 0.3%| 03%) 08% 09% L% 19%| 24% 27% 1% 1%

Sumberdata - Kementerian Keuangan RI, Makalah Dr. Hamid Padu, MA

Bahwa persentase Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas bumi yang diatur
dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Daerah adalah hal yang jelas spesifik dan aktual telah merugikan hak
konstitusional para Pemohon, persentase penerimaan pertambangan
minyak bumi yang dihasilkan dibagi dengan imbangan 84,5% untuk
Pemerintah dan 15,5% untuk daerah dan persentase penerimaan
pertambangan gas bumi dibagi dengan imbangan 69,5% untuk Pemerintah
dan 30,5% untuk daerah telah berlaku tidaklah adil dan selaras, tidak
memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di
hadapan hukum, bersifat diskriminatif, serta tidak mencerminkan adanya
penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kepentingan rakyat dan tidak mecerminkan adanya kesatuan ekonomi

nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
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24.Bahwa kerugian yang timbul dan dialami para Pemohon tersebut jelas
sebagai akibat dari berlakunya ketentuan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Persentase
dana bagi hasil minyak dan gas yang didapat daerah penghasil minyak dan
gas bumi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut telah menimbulkan
kerugian konstitusional bagi para Pemohon dan masyarakat Kalimantan
Timur pada umumnya. Kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan
terjadi atau terjadi lagi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan.
Permohonan para Pemohon yang meminta membatalkan persentase dana
bagi hasil minyak dan gas bumi bagi daerah berpenghasil minyak dan gas
bumi tersebut ketika Mahkamah mengabulkannya, maka kerugian
konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi lagi. Daerah berpenghasil
minyak dan gas akan dapat dipastikan lebih menikmati keadilan, perlakuan
yang sama di hadapan hukum dan keselarasan hasil sumber daya alam
tersebut untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kalimantan Timur, serta mencerminkan kegiatan perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan serta kesatuan

ekonomi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

25.Bahwa oleh karena ketentuan sepanjang frasa “84,5% untuk pemerintah
dan 15,5 % untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU 33/2004
dan sepanjang frasa “69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah”
dalam ketentuan Pasal 14 huruf f UU 33/2004, telah nyata-nyata melanggar
hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas,
hal tersebut berimplikasi dan menimbulkan kerugian pula pada hak-hak
konstitusional para Pemohon yang lain yaitu berupa hilangnya hak-hak
dasar masyarakat Kalimantan Timur yaitu antara lain: rusaknya lingkungan
tempat tinggal masyarakat sekitar daerah penghasil minyak bumi dan gas,
rendahnya tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan, sulitnya lapangan
pekerjaan dan rendahnya tingkat kesehatan serta lingkungan hidup
masyarakat yang tidak baik dan masyarakat Kalimantan Timur juga tidak
dapat mengembangkan dan melestarikan kebudayaan asli daerahnya;

26.Bahwa hak-hak tersebut padahal sepenuhnya telah dijamin dan dilindungi
UUD 1945. Kerugian yang timbul tersebut merupakan hak-hak yang telah
dijamin dan diatur pula dalam UUD 1945, yaitu:
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e Pasal 28D ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja”

e Pasal 28H ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

e Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan “Setiap warga negara berhak
mendapat pendidikan” dan “Setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

e Pasal 28C ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan
diri  melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan
demi kesejahteraan umat manusia”;

27.Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa para Pemohon (perseorangan
warga negara Indonesia dan kelompok orang yang memiliki kepentingan
yang sama) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini. Oleh
karenanya, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi, kiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa para
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam memohon

pengujian Undang-Undang dalam perkara ini.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
a. Latar belakang
1. Bahwa permohonan para Pemohon a quo dilatar belakangi pada adanya
rasa ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.
Provinsi Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang berlimpah,
sementara sumber daya manusianya sangat memprihatinkan, infrastruktur
tidak memadai, kerusakan lingkungan yang sangat parah dan hak-hak
dasar rakyat Kalimantan Timur juga sangat memprihatinkan. Relevan
pepatah “bagaikan ayam mati di lumbung padi” untuk menggambarkan

masyarakat Kalimantan Timur saat ini;

2. Bahwa Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia

setelah Papua, yang memiliki luas sekitar 245,2 ribu km2 atau 11 persen
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dari total luas wilayah Indonesia. Penduduk Kalimantan Timur berjumlah
3.164.800 jiwa pada tahun 2009, dengan kepadatan penduduk 14,8
orang/km2. Kalimantan Timur memiliki 10 kabupaten dan 4 kota, dengan
Samarinda sebagai ibukotanya. Provinsi ini terkenal kaya dengan sumber
daya alam (SDA) terutama minyak bumi, gas, batubara, emas, dan hasil-

hasil hutan yang melimpah;

. Bahwa Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang
pembangunan di wilayah Kawasan Indonesia Timur Indonesia. Kalimantan
Timur merupakan provinsi terkaya di Indonesia dengan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) per kapita Rp.12,6 juta dengan Migas atau 5,9 juta
tanpa Migas. Sayangnya kesejahteraan rakyat sebagaimana tercermin dari
masih banyaknya keluarga miskin, pengangguran, meningkatnya

ketimpangan antar daerah, kurang dan rendahnya mutu infrastruktur;

Bahwa Kalimantan Timur contoh provinsi yang mengalami “growth without
development”, pertumbuhan ekonomi daerah memang terjadi namun
pembangunan belum dinikmati oleh sebagian besar rakyat Kalimantan
Timur. Kalimantan Timur adalah contoh provinsi yang mengalami “growth
without development”: Pertumbuhan ekonomi terjadi namun belum mampu
meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana tercermin dari masih
banyaknya keluarga miskin, pengangguran, meningkatnya ketimpangan
antardaerah. Ini juga tercermin dari indeks eksploitasi ekonomi. Indeks ini
menunjukkan derajat penghisapan ekonomi daerah yang berbasis SDA dan
non SDA oleh Pemerintah pusat atau investor asing (Effendi, 2010). Indeks
ini menunjukkan "eksploitasi ekonomi” oleh Pemerintah pusat atau investor
asing, yang diestimasi dengan membandingkan PDRB per kapita dengan
pengeluaran konsumsi per kapita (Mubyarto, 2005: 174). Indeks eksploitasi
ekonomi Kalimantan Timur cenderung meningkat selama 1996-2002 (lihat
Tabel 4), dan terus berlanjut hingga tahun 2008 (lihat Tabel 5). Kalimantan
Timur, bersama daerah kaya SDA lainnya seperti Riau, Sumatera Utara,
dan Sumatra Selatan, termasuk 11 provinsi yang mengalami peningkatan

indeks eksploitasi ekonomi tertinggi di Indonesia, yaitu rata-rata 0,8821.

Tabel 4. PDRB per Kapita, Konsumsi Per kapita,

dan Tingkat Eksploitasi Ekonomi Provinsi Indonesia, 1996-2002

PDRB per Konsumsi Indeks Eksploitasi(%)
Kapita per Kapita 1996 2002

Provinsi
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(ribu Rp) (ribu Rp)
NAD 8.784 Tda 81 Tda
Sumatera Utara 7.379 2.312 68 69
Sumatera Barat 6.772 2.702 59 60
Riau 12.570 3.073 84 76
Jambi 5.484 2.236 54 59
Sumatera Selatan 6.796 2.005 67 70
Bangka-Belitung 7.901 2.689 Tda 66
Bengkulu 3.572 1.822 53 49
Lampung 4.056 1.777 55 56
DKI Jakarta 30.236 5.779 78 81
Jawa Barat 5.767 2.509 55 56
Banten 6.762 3.123 Tda 54
Jawa Tengah 4.921 2.072 62 58
DIY 5.284 2.783 58 47
Jawa Timur 6.443 2.240 69 65
Bali 6.831 3.608 66 47
Kalimantan Barat 5.151 2.233 68 57
Kalimantan Tengah 7.039 2.468 73 65
Kalimantan Selatan 6.726 2.540 65 62
Kalimantan Timur 34.772 3.418 89 90
Sulawesi Utara 5.441 2.649 62 51
Gorontalo 2.624 1.533 Tda 42
Sulawesi Tengah 4.898 2.050 54 58
Sulawesi Selatan 4,412 2.036 55 54
Sulawesi Tenggara 4.152 1.937 52 53
NTB 3.802 1.810 48 52
NTT 2.201 1.556 46 29
Maluku 2.924 Tda 63 Tda
Maluku Utara 2.688 Tda Tda Tda
Papua 9.803 Tda 82 Tda

Sumber: Mubyarto (2005: 175); Kuncoro (2008)

Tingkat eksploitasi ekonomi Kalimantan Timur meningkat dari 89 pada
tahun 1996 menjadi 90 pada tahun 2002 dan meningkat menjadi 0,9278
tahun 2008. Artinya, tiap PDRB naik sebesar 100, proporsi yang dinikmati
rakyat Kalimantan Timur hanya 11% tahun 1996, 10% tahun 2002, dan 7%
tahun 2008. Indeks ini menunjukkan "eksploitasi ekonomi” oleh pemerintah
pusat, investor asing, dan income gap antara kaya dan miskin di Kalimantan
Timur sangat tinggi. Dalam Tabel 4 terlihat bagaimana Provinsi Kalimantan

Timur memiliki indeks eksploitasi ekonomi paling tinggi selama 2004-2008.
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Tabel 5. Indeks Eksploitasi Ekonomi Daerah yang Berbasis SDA dan Non-SDA, 2004-

2008

Provinsi

2004

2005

2006

2007

2008

Rata-rata

A. Yang Berbasis SDA

NAD

0,7759

0,6869

0,6755

0,6150

00,7028

0,6912

Riau

0,7381

0,7451

0,7367

0,7523

0,7570

0,7458

Sumsel

0,4128

0,5016

00,5722

0,6652

0,6678

0,5635

Kaltim

0,8582

0,8794

0,8768

00,8685

0,9278

0,8821

Papua

0,4898

0,6901

0,6447

0,6410

0,6561

0,6243

0,7014

B. Yang Berbasis NSDA

DKI

0,5532

0,4823

0,4744

0,4849

0,4939

0,4977

Jabar

0,3457

0,3402

0,3643

0,3392

00,3462

0,3471

Jateng

0,3437

0,3719

0,3826

0,3759

0,3778

0,3704

Jatim

0,3108

0,3431

0,3927

0,4369

0,3236

0,3614

DI. Jogja

0,3007

0,3138

0,3367

0,3139

0,3244

0,3179

X 0,3789

X=rata-rata

Sumber: Diolah BPS (2010); Aji Sofyan (2011)
Bahwa eksploitasi sumber daya alam secara terus menerus dan tidak
terkendali tidak secara linier meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kalimantan Timur. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam
Kalimantan Timur belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya
kesenjangan, serta terjadi hak-hak dasar

pengabaian masyarakat

Kalimantan Timur;

Bahwa kenyataan berbagai ketentuan kebijakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang selama ini ada sepenuhnya belum
memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya
kesejahteraan rakyat, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan
terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kondisi tersebut mengakibatkan
terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama
dalam infrastruktur jalan, kerusakan lingkungan, perumahan yang tidak
layak huni, hilangnya akses sanitasi dan air bersih, akses listrik, dan
rendahnya akses pendidikan, rendahnya pelayanan kesehatan, rendahnya
ketahanan pangan, tingginya angka kemiskinan sehingga hal tersebut

memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat;

Bahwa berdasarkan persoalan-persoalan tersebut di atas, maka para

Pemohon berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat



25

Kalimantan Timur. Pasal dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur Dana Bagi Hasil
pembagian hasil minyak bumi dan gas merupakan bentuk
kebijakan/ketentuan peraturan yang merugikan dan menghambat upaya
percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan proses pembangunan di
daerah. Pasal tersebut sangat tidak memberikan kepastian hukum yang
adil, tidak memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan tidak
selaras dengan kebutuhan, kondisi, dan situasi daerah khususnya daerah
Kalimantan Timur. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka dengan ini
mengajukan permohonan pengujian terhadap ketentuan tersebut

kehadapan Mahkamah Konstitusi;

b. Porsi Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Serta Dasar
Perhitungannya
1. Berdasarkan UU 33/2004, maka sejak otonomi daerah digulirkan ada
kebijakan pusat untuk membagi sumber keuangan yang semula cenderung
dikuasai sepenuhnya oleh pusat untuk dikembalikan sebagian ke daerah
penghasil. Dikatakan “sebagian” karena dengan konsep NKRI maka daerah
bukan penghasil di sekitar wilayah daerah penghasil dalam satu provinsi
otomatis juga akan menerima sebagian hasil SDA yang diperoleh dari satu
daerah. Dengan konsep 6 : 6 : 3 dari 15 yakni dari bagian daerah 15%
dibagi untuk daerah penghasil 6%, bukan daerah penghasil dalam provinsi
6% dan provinsi 3%. Sedangkan 85% menjadi bagian pusat, di mana dalam
perkembangannya diberikan lagi 0,5% kepada daerah untuk mendukung
program pendidikan dasar dengan alokasi 0,2% untuk daerah penghasil,
0,2% untuk seluruh daerah bukan penghasil dalam provinsi dan 0,1% untuk
provinsi.
Tabel 6 menunjukkan bahwa komposisi penerimaan APBD Kalimantan
Timur dibandingkan dengan rata-rata provinsi di Indonesia pada tahun 2000
dengan 2009. Kalimantan Timur masih mengandalkan pembiayaan
pembangunan dari dana perimbangan, khususnya dana bagi hasil, yang
mencapai 68,3%-82,7% dari total penerimaan daerah selama tahun 2000-
2009. Persentase DAU dan Pendapatan Asli daerah (PAD) relatif kecil
dibandingkan Dana Bagi Hasil.
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Tabel 6. Komposisi Pendapatan APBD Kalimantan Timur dengan
Indonesia, 2006-2010 (%)

Pos 2006 2010

Kaltim | Indonesia | Kaltim | Indonesia

Dana Perimbangan/Total Pendapatan 55,10 4490 | 63,76 44,00
e Dana Bagi hasil/Total 55,00 18,40 64,13 24,39

Pendapatan

e DAU/Total Pendapatan 3,10 26,40 0,00 18,86

e DAK/Total Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,76
PAD/Total Pendapatan 5,60 6,80 36,21 46,25
e Pajak Daerah/PAD 39,90 39,10 73,27 86,61

e Retribusi Daerah/PAD 29,90 39,50 0,25 3,02

e Laba BUMD/PAD 11,00 5,70 6,06 3,69

¢ Pos lain-lain yang sah/PAD 19,10 15,90 20,39 9,67

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan (2007; 2011)

. Alokasi bagian daerah penghasil 6% plus 0,2% secara nominal akan
ditentukan beberapa hal. Pertama, berapa lifting yang diperoleh satu
periode. Dalam satu tahun produksi ada beberapa periode. Periode
pertama, Triwulan | mulai Desember sampai dengan Februari, periode 2
Triwulan Il mulai Maret sampai dengan Mei, Triwulan Il mulai Juni sampai
dengan Agustus dan Triwulan IV mulai September sampai dengan
November. Khusus Triwulan IV baru diperhitungkan dan diterimakan pada
tahun berikutnya, atau dikenal dengan Triwulan V (ascrow account). Yang
disebut lifting adalah Migas yang laku dijual, atau sudah menjadi uang,
bukan sekedar produksi karena produksi bisa jadi tidak dijual sebagai
cadangan nasional atau mungkin belum laku dijual;

. Kedua, berapa ICP (Indonesia Crude Price) rata-rata per bulan. Dihitung
rata-rata karena setiap bulan bahkan hari/minggu selalu terjadi fluktuasi
harga minyak mentah dunia. Harga setiap lapangan Migas juga berbeda
karena kandungan mineral setiap lapangan Migas yang juga berbeda. Saat
ini ada sekitar 50 jenis harga minyak di Indonesia;

. Ketiga, dari lifting dikalikan ICP akan memunculkan harga brutto yang masih
harus dikurangi cost recovery dan beban potongan pajak-pajak. Dari

pendapatan netto baru diperoleh porsi bagian pemerintah pusat dan
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pemerintah daerah. Secara tehnis dalam tradisi perhitungan perolehan
pendapatan dari minyak adalah sebagai berikut: Gross Revenue ( lifting x oil
price ) — Cost Covery = Net Operating Equity to be Split (ETS). Dari Net
Operating Equity to be Split (ETS) apabila diasumsikan 100% dibagi Bagian
Pemerintah (71,1538%) dan Bagian Kontraktor (28,8462%). Bagian
Kontraktor masih dikurangi PPh Minyak Bumi 48% atau sebesar 13,8462%
sehingga tersisa 15%. Inipun masih dikurangi DMO (Domestic Market
Obligation = atau kewajiban kontraktor Migas untuk menyerahkan sebagian
minyak dari bagiannya kepada negara dalam rangka penyediaan kebutuhan
BBM dalam negeri yang besarnya diatur dalam kontrak). Bagian Pemerintah
yang 71,1538 % masih harus dikurangi dengan faktor pengurang yakni
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan Fee Hulu Migas. Dari faktor
pengurang tersebut, baru menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sumber Daya Alam (PNBP SDA) yang dibagi 85% (-0,5 %) Pusat dan 15 %
(+0,5 %) Daerah dengan komposisi sebagaimana yang telah disebutkan
diatas.

5. Jadi secara garis besar PNBP SDA Migas mengikuti pola perhitungan = %
Bagian Pemerintah x {[( ICP x Lifting x jumlah hari dalam tahun yang

bersangkutan) — Cost Covery | x Kurs } - [ Faktor Pengurang |.

c. Alur Penetapan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dan Gas

1. Setiap tahun semua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) akan membuat
kertas kerja yang divalidasikan oleh BP Migas dan selanjutnya ditetapkan
oleh Menteri ESDM sebagai Prognosa Lifting bagi setiap daerah. Disebut
prognosa karena masih bersifat prakiraan, bisa tercapai, lebih (overlift) atau
kurang (underlift). Selanjutnya dari ketetapan Prognosa Lifting, Menteri
Keuangan menetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang
Prakiraan Bagian Daerah dalam satu tahun, di mana dalam perjalanannya
sering terjadi koreksi, baik karena perubahan asumsi APBN, pengaruh
harga minyak mentah dunia akibat sentiment global, realisasi yang
under/overlift dan sebagainya.

2. Dengan hasil perhitungan atas dasar realisasi (dan bukan target)

sebagaimana ketentuan Pasal 23 UU 33/2004 dan Peraturan Pemerintah



28

Nomor 55 Tahun 2005, maka sangat dimungkinkan ada fluktuasi
pendapatan yang diperoleh.

3. Sebagai gambaran di Indonesia pada tahun 2007 harga minyak mentah per
barel ditetapkan 60 US$ realisasi 69,69 US$ (lebih tinggi), sementara lifting
ditetapkan 950 ribu barel/hari realisasi 898,05 ribu barel/hari (underlift),
dengan kurs Rp. 9.300 realisasi Rp. 9.118,65 (lebih rendah).

4. Tahun 2008, harga minyak mentah per barel ditetapkan 95 US$ realisasi
101,31 US$ (lebih tinggi), sementara lifting ditetapkan 1.034 ribu barel/hari
realisasi 931,16 ribu barel/ hari (underlift), dengan kurs Rp. 9.100 realisasi
Rp. 9.100 (sama).

5. Tahun 2009, harga minyak mentah per barel ditetapkan 61 US$ realisasi 59
USS$ (lebih rendah), sementara lifting ditetapkan 960 ribu barel/hari realisasi
943,78 ribu barel/hari (underlift), dengan kurs Rp. 9.400 realisasi Rp.
10.407,83 (lebih tinggi).

6. Tahun 2010, harga minyak mentah per barel ditetapkan 80 US$ realisasi
78,10 US$ (lebih rendah), sementara lifting ditetapkan 965 ribu barel/hari
realisasi 954,00 ribu barel/hari (underlift), dengan kurs Rp. 9.200 realisasi
Rp. 9.085,80 (lebih rendah).

7. Data-data di atas adalah data rata-rata, karena fluktuasi akan terlihat
dinamikanya setiap bulan. Atas dasar itu, hitungan pendapatan setiap
triwulan adalah akumulasi dari pendapatan setiap bulan pada triwulan yang

berkenan.

d. Keadilan Partisipatif Dan Transparansi

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 jelas belum mencerminkan yakni
keseimbangan antara keadilan dan transparansi, dengan penjelasan
sebagai berikut;

2. Pertama, proporsi pembagian antara Pusat dan Daerah (Provinsi, Daerah
Penghasil dan Bukan Daerah Penghasil) baru mencerminkan keadilan
distributif, bukan keadilan partisipatif. Ketika awal dimulainya kegiatan
eksploitasi dan eksplorasi, daerah penghasil diwajibkan memberikan
bantuan dan dukungan sepenuhnya agar kegiatan dapat berjalan lancar,
tepat waktu dan tidak ada hambatan apapun, terutama dariaspek social dan
keamanan. Akan tetapi setelah kegiatan mulai memberikan hasil, langsung

diterapkan proporsi pembagian, tanpa memperdulikan kondisi daerah
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seperti kerusakan infrastruktur, polusi, ancaman kejadian (blow out gas
H2S), sensitivitas masyarakat sekitar pengeboran, demo setiap saat dan
sebagainya. Seharusnya diatur tahapan-tahapan proporsi pembagian yang
lebih besar pada awal-awal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, baru ketika
pada kondisi puncak produksi ada pengaturan proporsi untuk daerah lain;

3. Kedua, transparansi, khususnya dalam proses perhitungan. Sejak
rekonsiliasi Lifting, maka data yang disajikan Kementerian ESDM
merupakan akumulasi data dari BP Migas yang diperoleh dari kontraktor.
Kontraktor sendiri, meskipun berada di daerah, tidak pernah bersedia
membuka data lifting kepada Pemerintah Daerah, dengan alibi bahwa data
lifting dari lapangan miliknya sepenuhnya dikuasai BP Migas. Akibatnya
daerah hanya menerima data final secara sepihak.

4. Begitu pula, dalam perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH), daerah juga hanya
menerima data final dari Kementerian Keuangan, terlebih lagi data
potongan pajak, cost recovery dan fee Hulu BP Migas, daerah sama sekali
tidak memiliki rumusan perhitungan. Contoh faktual adalah potongan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan yang dipungut oleh Pusat,
ternyata Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Onshone Kabupaten
Bojonegoro hanya dihitung 40% dari realisasi lifting, padahal PBB
Pertambangan adalah salah satu sumber pendapatan yang dibagi-hasilkan
dengan daerah penghasil. Memang saat ini telah ada Perpres Nomor 26
Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan
Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif adalah segala kegiatan yang
mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa
mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi. Namun bagaimana
implementasinya, saat ini belum ada realisasinya,;

5. Bahwa pemerintah pusat tidak pernah melakukan keadilan partisipatif
karena tidak melibatkan “pihak” dari Kalimantan Timur sebagai salah satu
yang diajak berunding dalam proses perumusan UU 33/2002. Bahkan
Undang-Undang tersebut didesain oleh ahli yang berasal dari berbagai

universitas di luar Kalimantan Timur.

e. Kemiskinan Rakyat Di Kalimantan Timur
1. Bahwa jumlah warga Kalimantan Timur yg bekerja di sektor pertambangan
dan Migas hanya 0,53% dari total penduduk. 0,53% penduduk mengelola
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80% sumber pendapatan (provinsi/negara) dari SDA (Rp.120 T). Dari 0,53%
penduduk yg bekerja disektor tambang dan Migas 0,38% di antaranya
adalah pendatang, dan 0,15% adalah penduduk asli dengan posisi middle
manager ke bawabh;

. Bahwa jumlah penduduk Kalimantan Timur yang hidup dalam kemiskinan
sebesar pada tahun 2009 sebesar 7,7% dari total jumlah penduduk, yang
masih lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah dan
Kalimantan Selatan, meskipun sudah lebih rendah dibanding rata-rata
nasional (14,1%) dan Kalimantan Barat (9,3%). Tabel 7 menunjukkan
perbandingan indikator pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan IPM
dibandingkan provinsi lain di Kalimantan dan Indonesia. Kemiskinan pada
umumnya terdapat di wilayah kaya dengan tambang dan Migas.
Kecenderungan kemiskinan semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan

semakin meningkatnya dampak eksploitasi SDA.

Tabel 7. Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, IPM, se-
Kalimatan, 2009 --- Sumber: BPS (2010)

Penduduk
. Pertumbuhan Pengangguran o IPM
Provinsi . Miskin
Ekonomi (%) (%) (%)
(%)
Kalbar 4,76 5,44 9,3 68,79
Kalteng 5,48 4,62 7,00 74,36
Kalsel 5,01 6,36 5,1 69,3
Kaltim 2,32 10,83 7,7 75,11
Indonesia 4,55 7,87 14,1 71,76
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f. Ketidakmampuan Pembiayaan Untuk Percepatan Pembangunan,
Pemenuhan Hak-Hak Dasar dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di
Kalimantan Timur
1. Bahwa pembiayaan pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat

Kalimantan Timur apabila menggunakan APBD pada saat ini baik itu
provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur tidaklah cukup untuk
mempercepat proses pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat
Kalimantan Timur. Dana bagi hasil minyak bumi dan gas yang diterima oleh
pemerintah daerah di Kalimantan Timur selama ini tidaklah cukup
membantu APBD dalam membiayai proses pembangunan dan pemenuhan

hak-hak dasar rakyat Kalimantan Timur;

2. Bahwa kondisi persentase penerimaan dana BHSDA yang diterima oleh
Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur relatif masih minim, tidak pernah
mencapai angka 15,5% (lima belas koma lima persen). Hal tersebut
mengakibatkan Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan
Timur telah mengalami kekurangan dalam pembiayaan pembangunan yang
menyangkut berbagai sisi sosial, ekonomi serta aspek-aspek pemenuhan

kesejahteraan dan lingkungan;

3. Bahwa berdasarkan estimasi penghitungan secara ekonomi para ahli dari
Kalimantan Timur, dana bagi hasil minyak bumi dan gas yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat jika mencapai 15,5% (lima belas koma lima persen)
kepada pemerintah daerah, hal tersebut juga tidak akan membantu
percepatan dan peningkatan proses pembangunan dan pemenuhan hak-
hak dasar rakyat agar mencapai tingkat perekonomian dan kesejahteraan
secara maksimal. Persentase 15,5% (lima belas koma lima persen) itu
memang bukan niat yang bertujuan untuk memiskinkan rakyat Kalimantan
Timur, yang menjadi persoalan angka tersebut tidak dapat secara maksimal
mewujudkan percepatan proses pembangunan dan penyelesaian persoalan

— persoalan dasar rakyat di Kalimantan Timur;

4. Bahwa Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil sumberdaya alam
terbesar sangat bergantung modal pembiayaan pembangunannya dan
proses percepatan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian pada
sumberdaya alam tersebut. Seharusnya sumber daya alam minyak bumi

dan gas tersebut menjadi modal untuk percepatan pembangunan dan
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pemenuhan hak-hak dasar, serta percepatan peningkatan kesejahteraan

dan perekonomian rakyat di Kalimantan Timur;

5. Bahwa dengan dana bagi hasil yang diterima selama ini tidaklah cukup
membiayai percepatan pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar, serta
percepatan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian rakyat
Kalimantan Timur dan begitu pun bila memenuhi persentase 15,5% (lima
belas koma lima persen) juga tidak mencukupi. Padahal seandainya saja,
komposisi penerimaan negara dari minyak bumi dan gas berasal dari
seluruh aktivitas ekspor Migas di Indonesia maka dapat dikatakan 76,30 %
penerimaan negara dari minyak bumi dan gas berasal dari ekspor minyak

bumi dan gas Kalimantan Timur sisanya 23,70 % berasal dari provinsi lain.

g. Kerusakan Lingkungan Di Kalimantan Timur
1. Bahwa Sumber Daya Alam (SDA) Kalimantan Timur telah dieksploitasi
tanpa kehati-hatian, keberpihakan dan perencanaan yang matang.
Eksploitasi SDA Kalimantan Timur telah mengubah rupa bumi Kalimantan
Timur menuju kepada ketidakpastian manfaat dan kelestarian (6 juta ha
lahan kritis). Kerusakan hutan di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur
dapat berada pada level yang tinggi. Deforestasi tertinggi di Indonesia
terjadi pada rentang tahun 1990-2000, di mana 1.914 ha luas hutan di
Indonesia hilang meskipun menurun menjadi 498 ha per tahun pada periode
2000-2010 (lihat Tabel 8). Indonesia pada rentang waktu 1990-2000 telah
kehilangan 1.914 ha atau 75% dari total luas seluruh hutan yang dimilikinya.
Kehilangan itu adalah yang terbesar di dunia setelah Brazil yang telah

kehilangan 2.890 ha luas hutannya.

Deforestasi yang terjadi di Kalimantan pada rentang waktu 2000-2005
mencapai 1.230.100 ha (lihat Tabel 10). Hal tersebut mencerminkan

kerusakan lingkungan yang terjadi di Kalimantan.

Tabel 9. Sepuluh Negara dengan kerusakan hutan terparah1990-2010
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Country Annual change Country Annual change
1990-2000 2000-2010
1000 halyr % 1000 haryr %

Brazil -2 890 0.51  Brazil -2 642 -0.49
Indonesia -1914 -1.75  Australia 562 0.37
Sudan -589 0.80 Indonesia -498 0.51
Myanmar -435 -1.17  Nigeria -410 -3.67
Nigeria -410 -2.68  United Republic of Tanzania -403 -1.13
United Republic of Tanzania -403 -1.02  Zimbabwe 327 -1.88
Mexico -354 {0.52  Democratic Republic of the Congo -3 0.20
Zimbabwe -327 -1.58  Myanmar 310 0.93
Democratic Republic of the Congo -3 0.20  Bolivia (Plurinational State of) 290 0.49
Argentina -293 0.88  Venezuela (Bolivarian Republic of) -288 0.60
Total -7 926 0.71 Total -6 040 -0.53

Source : FAO (2010)

Tabel 10. Tingkat Kerusakan Hutan Per Wilayah, 2000-2005

DEFORESTASI (Ha/Tahun)/ Deforestation (Ha/ Year)

NO.| TAHUNI Year ] , Bali & Nusa ,

Sumatera | Kalimantan | Sulawesi Maluku Papua Jawa Indonesia
Tenggara

1 | 2 | 3] 4 | 5o 6 | 7] 8 | 9 10
112000 - 2001 259.500 212.000 154.000 20.000 147.200 118.300 107200 1018200
212001 - 2002 202,600 129.700 150,400 41400 160.500 142.100 99600 926300
3 |2002- 2003 339.000 480,400 385 800 132400 140.800 343,400 84300| 1.906.100
4 12003 - 2004 208.700 173.300 41500 10,600 100.800 71.700 28100 634700
5 12004 - 2005 335.700 234700 134,600 10500 169.100 37.300 40600 962500
JUMLAH/ Total 1345500 | 1230400 866300 214900| 718.400| 712800|  359.800| 5.447.800
Reratal Average 269.100 246.020 173.260 42,980 143.680 142,560 71.960 | 1.089.560

Sumber : Forestry Statistic (2008)

Tabel 11. Angka Deforestasi Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan Per Provinsi
Periode 2003 - 2006 (Ha/Tahun)

Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan

Provinsi Tengah Timur Selatan Barat

Jumlah Deforestasi pada

Kelompok Hutan/Provinsi 63.087,00 248.503,30 8.809,10 42.421,60

Sumber: Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2009
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2. Bahwa Tabel 10 menunjukkan betapa besarnya angka deforestasi yang
terjadi di seluruh Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, selama periode
2003-2006. Pada periode 2003-2006, deforestasi di Kalimantan Timur
mencapai 248.503,3 ha per tahun, yang tertinggi dibanding provinsi lain di
Kalimantan. Besarnya deforestasi diakibatkan oleh pembakaran hutan, alih
fungsi hutan menjadi perkebunan, illegal logging, akan membutuhkan dana

yang tidak sedikit untuk mengembalikan lagi fungsinya;

3. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari banyaknya penduduk Kalimantan Timur
yang menggantungkan hidupnya pada hutan dan hasil hutan. Ini tentu
menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintahan daerah yang jelas
membutuhkan dana besar untuk relokasi masyarakat yang
menggantungkan hidupnya pada hutan atau untuk menciptakan program
pemanfaatan hutan yang tepat sembari melakukan reforestrasi terhadap

hutan yang sudah rusak.

4. Bahwa eksploitasi SDA telah mengganggu mata air sumber kehidupan dan
pemukiman, telah mengakibatkan erosi dan pendangkalan Sungai
Mahakam 28 juta m3 sediment/tahun. Eksploitasi SDA juga telah
mengakibatkan perubahan ekologi di Mahakam dan Delta, serta telah
mengganggu sistem transportasi Kalimantan Timur serta menganggu

tempat ibadah dan pemukiman rakyat;

5. Bahwa eksploitasi SDA Kalimantan Timur telah mengakibatkan transformasi
barang kebutuhan pokok dari barang publik ke barang ekonomi dan telah
mengakibatkan penyusutan lahan dan gangguan produksi pertanian
Kalimantan Timur. Sungai Mahakam sebagai sumber bahan baku air rumah

tangga telah tercemar,;

h. Perubahan Ketatanegaraan Pada Sistem Pemerintahan Daerah
1. Bahwa tentang Pemerintahan Daerah sebelum berlakunya Undang-Undang
No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berlaku ketentuan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di

Daerah. Ketentuan yang diatur pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974



35

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah sudah tidak berprinsip pada

penyelenggaraan Otonomi Daerah dan bersifat sentralistik;

. Bahwa dalam perubahan pemerintahan daerah sejak berlakunya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945
memberikan  keleluasaan  kepada pemerintahan daerah  untuk
menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi
daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta
memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Pada Pasal 18 ayat
(5) UUD 1945 mengatur dan menyatakan “Pemerintahan daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang

oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.”

. Bahwa pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi
itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan
kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi,
daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;

. Bahwa dalam Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 menyatakan Hubungan
wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten, kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur
dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah mengatur tentang pembagian urusan dan/atau
kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten, kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota. Dalam
Undang-Undang tersebut terlihat bahwa terkait dengan urusan/kewenangan
pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat peran pemerintahan

daerah begitu penting dan besar;

. Bahwa pemberian kewenangan/urusan yang begitu penting dan besar oleh

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah seharusnya diikuti dengan
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pemberian dana yang cukup besar sesuai dengan pemberian
kewenangan/urusan tersebut. Pada sistem pemerintahan daerah yang dulu
(sebelum reformasi) yang sangat bersifat sentralistik termasuk pendanaan
untuk menjalankan setiap urusan/kewenangan juga bersifat sentralistik,
(terpusat) di mana daerah selalu mendapatkan bagian yang sangat sedikit
hal ini terjadi karena memang kewenangan pusat yang begitu besar.
Setelah perubahan dengan berlakunya otonomi daerah yang seluas-
luasnya, seharusnya pendanaan terhadap pemberian kewenangan/urusan
tersebut juga besar sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan situasi daerah.
Hal-hal terkait dengan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang tentang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
i. Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Era
Otonomi Daerah Dan Desentralisasi
1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia membentuk suatu
Pemerintahan Negara Indonesia yang bertujuan melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial,

2. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk
mewujudkan tujuan bernegara tersebut, Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri
atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap—tiap daerah mempunyai hak
dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Bahwa di masing-masing tingkat daerah provinsi, kabupaten dan kota
terdapat pemerintahan daerah yang memiliki hubungan wewenang antara
pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota,
atau antara provinsi dan kabupaten dan kota dengan memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah. Dan juga memiliki hubungan
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur

dan dilaksanakan secara adil dan selaras;
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4. Bahwa  pemerintah pusat  dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahannya telah melaksanakan prinsip desentralisasi, Yyaitu
penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi merupakan sebuah
alat untuk mencapai tujuan bernegara, khususnya dalam rangka
memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses

pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis;

. Bahwa penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah juga
didukung dengan sumber pendanaan untuk melaksanakan wewenang
tersebut. Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk
mendukung pendanaan atas penyerahan wewenang kepada pemerintahan
daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam
Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, menyatakan Pendanaan tersebut
menganut prinsip money follows function (Bahl,2000:19), yang mengandung
makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi
kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.
Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional,
demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan
penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi,
kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

. Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan pemerintah pada hakikatnya
mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan
fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih
efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah (pusat), sedangkan fungsi
alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan,
kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi
dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar

perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerabh;
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7. Bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan (tugas pembantuan adalah penugasan
dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi
kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah

kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu);

8. Bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur
semua urusan pemerintahan, di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang
ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat
kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta,
prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan
kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani
urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan
kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup
dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan
demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama
dengan daerah lainnya. Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi
yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan
dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk
memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang
merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu
penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan

kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;

9. Bahwa Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi
luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan
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dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur “Urusan pemerintahan yang
menjadi urusan Pemerintah (Pusat) meliputi: a.politik luar negeri;
b.pertahanan; c.keamanan; d.yustisi; e.moneter dan fiskal nasional; dan

f.agama;”

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:
a.perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan,
pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d. penyediaan sarana
dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f.
penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia
potensial; g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; h.
pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; i. fasilitasi
pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas
kabupaten/kota; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan
pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; |. pelayanan
kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum
pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk
lintas kabupaten/kota; 0. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan p. urusan

wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,

kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah mengatur:
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(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
untuk  kabupaten/kota  merupakan urusan yang berskala
kabupaten/kota meliputi: a. perencanaan dan pengendalian
pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e.
penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan; g.
penanggulangan masalah sosial, h. pelayanan bidang
ketenagakerjaan; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan
menengah; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan
pertanahan; |. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
m.pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan
administrasi penanaman modal; 0. penyelenggaraan pelayanan dasar
lainnya; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan

perundang-undangan.

(2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,

kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Bahwa dengan adanya kewenangan/urusan yang diserahkan kepada
daerah maka menimbulkan kebutuhan dana yang cukup besar.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur sumber
dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan
(dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan
pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pendapatan Asli
Daerah, dana perimbangan, dan pinjaman daerah langsung dikelola oleh
Pemerintah Daerah yang pengadministrasiannya dilakukan melalui
mekanisme APBD. Sedangkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan
dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah

Daerah yang pengadministrasiannya dilakukan melalui mekanisme APBN;

Bahwa dana bagi hasil yang merupakan sumber dana bagi daerah

sebagaimana diatur dalam UU 33/2004, mendefinisikan Dana Bagi Hasil
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sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan

Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

Bahwa Dana Bagi Hasil dalam Undang-Undang No0.33/2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah diantaranya
mengatur tentang dana bagi hasil untuk daerah penghasil minyak bumi dan
gas. Dalam Pasal 14 huruf e dan f Undang-Undang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah tersebut mengatur penerimaan pertambangan minyak
bumi dibagi dengan imbangan: 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk
daerah dan penerimaan pertambangan Gas Bumi dibagi dengan imbangan
69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerabh;

Bahwa ternyata ketika mengkorelasikan antara Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah, terlihat kalau kewenangan/urusan yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah yang begitu besar dan penting tidak sinergi dan tidak
konsisten dengan pendanaan yang diberikan untuk
menjalankan/menyelenggarakan urusan/kewenangan tersebut. Hal tersebut
diantaranya terkait dengan pembagian dana bagi hasil minyak bumi dan
gas. Dengan demikian hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip
money follows function (teori Bahl,2000:19) sebagaimana telah menjadi
prinsip dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang mengandung
makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi

kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan;

Bahwa dengan demikian jelas tergambar kalau kehadiran UU 33/2004 telah
menegasikan semangat otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD
1945 dan UU 32/2004;

Persentase Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dan Gas Dalam Undang-Undang

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Tidak Memiliki

Dasar Argumentasi Dan Formulasi Yang Jelas

1.

Bahwa tentang frase angka persentase Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan
Gas sebagaimana diatur dalam UU 33/2004 tidak terlepas dari Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
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Pemerintah Pusat dan Daerah. Perubahan frase nilai persentase Dana Bagi
Hasil Minyak Bumi dan Gas sebagaimana diatur dalam UU 33/2004 tidak
mengalami perubahan yang signifikan terhadap penerimaan pemerintah
daerah dari pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tersebut. Pada
pembagian minyak bumi perubahan untuk pemerintah daerah adalah 15%
menjadi 15,5% menambah 0,5%. Dan pada pembagian Gas Bumi untuk

pemerintah daerah adalah 30% menjadi 30,5% menambah 0,5%;

. Bahwa frase angka-angka persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas
sebagaimana diatur dalam kedua Undang-Undang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah tersebut tidaklah memiliki landasan argumentasi atau
formula mengapa harus seperti itu angka persentase yang ditetapkan. Tidak

ada alasan rasional mengapa angka persentase tersebut ada;

. Bahwa penyusunan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 pada masa itu
menurut Wahyudi Kumorotomo dalam Bukunya Desentralisasi Fiskal, Politik
Dan Perubahan Kebijakan 1974 — 2004 yang diterbitkan pada Mei 2008
oleh Kencana Prenada Media Group halaman 259, menyatakan “rumus-
rumus perimbangan keuangan itu dibuat tanpa keterangan yang jelas
mengenai dasar-dasar rasionalitasnya. Dari semua dokumen parlemen
yang ada tidak dapat diketemukan dasar dari dibuatnya pembagian
pendapatan atau angka persentasenya. Agaknya semua angka-angka itu
ditetapkan begitu saja melalui tawar-menawar politik.” Dan pada halaman
357 pada bukunya yang sama, Wahyudi Kumorotomo menyatakan
“menyangkut hubungan fiskal antar jenjang pemerintahan, hanya terdapat
perubahan-perubahan kecil. UU No0.34/2004 sedikit menaikkan persentase
pendapatan negara yang akan dialokasikan kepada pemerintah daerah
melalui DAU serta persentase pembagian pendapatan dari minyak, serta
menetapkan pembagian pendapatan dari gas bumi yang lebih jelas. Sebuah
sistem bantuan kerja sama (matching grants) ditetapkan dengan ketentuan
dana penyertaan untuk alokasi DAK. Namun secara keseluruhan ketentuan
mengenai pembagian pajak antar jenjang pemerintahan masih tetap sama
dengan undang-undang sebelumnya. Kebijakan desentralisasi fiskal akan
tetap dipengaruhi oleh negoisasi-negoisasi politik di antara jenjang

pemerintahan yang berbeda”;
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4. Bahwa berdasarkan Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia di
halaman 26 yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementrian Keuangan, sebagaiman telah dipublikasi melalui
websitenya, yaitu: http://www.djpk.depkeu.go.
id/information/14/tahun/2009/bulan/05/tanggal/14/id/395/, menyatakan
bahwa “Formula alokasi DBH: Persentase yang dibagi-hasilkan dengan
daerah relatif tidak mengalami perubahan semenjak ditetapkan kebijakan
tersebut pada tahun 2001. Pengecualian terjadi untuk besarnya persentase
bagi-hasil minyak dan gas bumi, yang mengalami kenaikan sebesar 0,5%
pada tahun 2004.Rumusan bagi hasil untuk setiap jenis pajak dan juga
penerimaan sumber daya alam sangat bervariasi satu dengan yang lain,
selain itu, semenjak ditetapkan rumusan alokasi ini pada tahun 2001, tidak
ada argumentasi yang jelas tentang formula bagi hasil tersebut. Formula
DBH menjadi makin kompleks karena pemberlakuan formula yang berbeda
untuk daerah otonomi khusus, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam dan

Papua”;

5. Bahwa dengan tidak adanya rumus-rumus perimbangan keuangan dan
semenjak ditetapkan rumusan alokasi dalam perimbangan keuangan
termasuk Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas pada tahun 2001 dan 2004
tersebut, tidak ada argumentasi yang jelas tentang formula bagi hasil
tersebut, formula DBH menjadi makin kompleks karena pemberlakuan
formula yang berbeda untuk daerah otonomi khusus, yaitu Nanggroe Aceh
Darussalam dan Papua. Hal tersebut jelas menunjukkan kalau ketentuan
frasa sebagaimana dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f Undang-Undang
tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tidak
memiliki ratio legis (alasan hukum), sehingga mengakibatkan adanya
ketidakpastian hukum yang adil. Hal ini jelas telah melanggar ketentuan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum?.

k. Pembagian Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dan Gas Tidak Mencerminkan
Negara Kesatuan, Perekonomian Disusun Sebagai Usaha Bersama
Berdasar Atas Asas Kekeluargaan, Kekayaan Alam Dipergunakan Untuk

Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat Dan Kesatuan Ekonomi Nasional
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1. Bahwa ketentuan frase Pasal 14 huruf e dan huruf f UU 33/2004 jelas telah
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (3) dan
ayat (4) UUD 1945 menyatakan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan
“Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.” Pasal
33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 menyatakan “(1)
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Dan (4) Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional”;

2. Bahwa Prof.Dr.Jimly Asshiddigie, S.H dalam Bukunya Konstitusi Ekonomi
yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas, Januari 2010, pada halaman 283
menyatakan, “Otonomi khusus yang dimungkinkan berdasarkan ketentuan
Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 adalah Otonomi administrasi pemerintahan,

bukan otonomi di bidang ekonomi”;

3. Bahwa terkait besarnya persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas
bumi yang diperoleh Aceh dan Papua mencapai 70% (tujuh puluh persen).
Untuk Aceh hal tersebut berdasarkan Pasal 181 ayat (1) huruf b angka 5
dan angka 6 serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh menyatakan:* (1) Dana perimbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf b terdiri atas: b. Dana Bagi Hasil
yang bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lain, yaitu: 5)
bagian dari pertambangan minyak sebesar 15% (lima belas persen); dan 6)
bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 30% (tiga puluh persen). (3)
Selain Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Pemerintah Aceh mendapat tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas
bumi yang merupakan bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh, yaitu: a.
bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen);
dan b. bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh

persen).” Berdasarkan kedua ketentuan tersebut dapat dilihat dana bagi
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hasil yang diterima oleh Aceh untuk Migas adalah minyak bumi sebesar

70% (tujuh puluh persen) dan gas sebesar 70%;

. Bahwa pembagian bagi hasil Migas untuk Papua berdasarkan pada Pasal
34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua mengatur pembagian hasil minyak bumi dan gas alam, di
mana Dana Perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam
rangka Otonomi Khusus. Bagi hasil sumber daya alam Pertambangan
minyak bumi adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan pertambangan
gas alam sebesar 70% (tujuh puluh persen). Penerimaan dalam rangka
Otonomi Khusus berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun. Dan mulai
tahun ke-26 (dua puluh enam), penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus
menjadi 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan minyak bumi dan

sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan gas alam;

. Bahwa untuk daerah lain selain Aceh dan Papua pembagian dana bagi hasil
minyak bumi dan gas tersebut berlaku ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf
f Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Di mana
persentase penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dibagi
dengan imbangan 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk daerah dan
Persentase penerimaan pertambangan gas bumi dibagi dengan imbangan
69,5% untuk Pemerintah dan 30,5%;

. Bahwa eksploitasi dan eksplorasi minyak bumi dan gas merupakan salah
satu bentuk dari kegiatan perekonomian yang bertujuan untuk mewujudkan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hasil dari ekploitasi dan
eksplorasi tersebut kemudian diterapkan dana bagi hasil minyak bumi dan
gas bagi daerah penghasil, yang kemudian digunakan untuk kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat. Persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas
pemberlakuannya berbeda antara Aceh, Papua dan Daerah lain. Perbedaan
mana hanya dapat terjadi apabila suatu negara menganut bentuk federasi.
Hal tersebut telah tidak mencerminkan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan kesatuan ekonomi nasional. Dan ketentuan dana bagi hasil
minyak bumi dan gas untuk Aceh, Papua, dan Daerah lain (termasuk
Kalimantan Timur) yang berbeda, menyebabkan telah terjadinya dualisme

penerapan konstitusi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
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7. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendapatnya di mana
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mungkin berlaku
dualisme pemilihan Kepala Daerah. Hal tersebut sebagaimana dalam
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  5/PUU-V/2007 tentang
konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang Pemda vyang tidak
memungkinkan perseorangan mencalonkan diri sebagai kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah tanpa melalui Parpol atau gabungan Parpol,
dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah menyatakan pada angka [3.15.9]
“Bahwa Mahkamah berpendapat, antara Pasal 56 ayat (2) juncto Pasal 59
ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda dan Pasal 67 ayat (2) UU Pemerintahan
Aceh keduanya bersumber pada dasar hukum yang sama yaitu Pasal 18
ayat (4) UUD 1945. Hubungan antara pasal yang terdapat dalam UU
Pemerintahan Aceh dan yang terdapat dalam UU Pemda tersebut tidaklah
dapat diposisikan sebagai hubungan antara hukum yang khusus di satu
pihak, yaitu Pasal 67 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh, dan hukum yang
umum di pihak lain, yaitu Pasal 56 ayat (2), juncto Pasal 59 ayat (1) dan
ayat (2), karena ketentuan Pasal 67 ayat (2) bukan termasuk dalam
keistimewaan Pemerintahan Aceh menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor
44 Tahun 1999. Oleh karena tidak dalam posisi hubungan antara hukum
yang khusus dengan hukum yang umum, adanya Pasal 67 ayat (2) harus
dimaknai sebagai penafsiran baru oleh pembentuk undang-undang
terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Apabila kedua ketentuan
tersebut berlaku bersama-sama tetapi untuk daerah yang berbeda maka
akan menimbulkan akibat adanya dualisme dalam melaksanakan ketentuan
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dualisme tersebut dapat mengakibatkan
ketiadaan kedudukan yang sama antara warga negara Indonesia yang
bertempat tinggal di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan yang
bertempat tinggal di wilayah provinsi Indonesia lainnya. Warga Negara
Indonesia yang bertempat tinggal di provinsi lain selain Provinsi Nanggroe
Aceh Darusalam akan menikmati hak yang lebih sedikit karena tidak dapat
mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah secara
perseorangan dan oleh karenanya berarti tidak terdapatnya perlakuan yang
sama di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal
28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 19457,
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8. Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dapat
dipahami tidaklah mungkin memberlakukan dualisme pelaksanaan
ketentuan konstitusi (UUD 1945) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Hal tersebut ketika dihubungkan dengan ketentuan dana bagi
hasil minyak bumi dan gas yang erat kaitannya dengan kegiatan
perekonomian nasional, maka hal tersebut harus merujuk (melaksanakan)
sesuai Pasal 33 UUD 1945;

9. Bahwa dengan adanya dualisme dalam pembagian dana bagi hasil minyak
bumi dan gas untuk Aceh, Papua, dan Daerah lain (termasuk Kalimantan
Timur) maka telah terjadi dualisme dalam melaksanakan ketentuan
konstitusi (UUD 1945). Undang-Undang Nomor 32.Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah telah merujuk pada
Pasal 33 UUD 1945, namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Papua tidak merujuk pada Pasal 33 UUD 1945.
Seharusnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Otonomi Khusus
Papua harus merujuk pada Pasal 33 UUD 1945. Karena di dalam Undang-
Undang tersebut terdapat pengaturan kegiatan perekonomian yaitu berupa
pembagian dana bagi hasil minyak bumi dan gas. Ketika Undang-Undang
Pemerintahan Aceh dan Otonomi Khusus Papua tidak melaksanakan
(merujuk) pada Pasal 33 UUD 1945, maka hal tersebut jelas terjadi
pelaksanaan ketentuan konstitusi yang berbeda (terjadi dualisme). Di mana
untuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Otonomi Khusus Papua
tidak melaksanakan (merujuk) Pasal 33 UUD 1945, sedangkan daerah lain
yang berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
melaksanakan (merujuk) Pasal 33 UUD 1945. Padahal substansi yang
diatur adalah sama — sama kegiatan perekonomian yaitu pembagian dana

bagi hasil minyak bumi dan gas;

10.Bahwa dengan adanya pemberlakuan yang berbeda dalam dana bagi hasil
minyak bumi dan gas antara Aceh, Papua, dan Daerah lain (termasuk
Kalimantan Timur), maka hal tersebut jelas tidak sesuai dengan

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
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kekeluargaan dan tidak mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional.
Sehingga dengan demikian jelas pemberlakuan yang berbeda dalam dana
bagi hasil minyak bumi dan gas untuk daerah jelas bertentangan dengan
Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945;

Bahwa secara mendasar persoalan yang dialami oleh masyarakat
Kalimantan Timur sama dengan persoalan yang dialami oleh masyarakat
daerah Aceh dan Papua saat sebelum dan menjadi daerah otonomi khusus.
Dengan persentase dana bagi hasil yang diterima daerah tersebut tidaklah
begitu maksimal membantu penyelenggaraan kewenangan/urusan yang
dimiliki pemerintah daerah. Sehingga hal ini mengakibatkan kerugian bagi
masyarakat yaitu terhambat/lambatnya dan tidak maksimalnya perbaikan
persoalan-persoalan masyarakat, diantaranya perbaikan terhadap rusaknya
lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar daerah penghasil minyak
bumi dan gas, rendahnya tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan,
sulitnya lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat kesehatan serta
lingkungan hidup masyarakat yang tidak baik dan masyarakat Kalimantan
Timur juga tidak dapat mengembangkan dan melestarikan kebudayaan asli
daerahnya. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa kekayaan yang dimiliki
Kalimantan Timur jelas tidak membuat dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Dan hal ini jelas bertentangan dengan Pasal
33 ayat (3) UUD 1945;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas di mana terjadi pemberlakuan
yang berbeda pada daerah — daerah dalam dana bagi hasil minyak bumi
dan gas yang menimbulkan rasa ketidakadilan dan rendahnya tingkat
kesejahteraan masyarakat daerah, maka hal tersebut memiliki potensi
terjadi instabilitas dan disintegrasi bangsa daan Negara Kesatuan Republik
Indonesi